SALINAN

WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan
pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota
Pasuruan, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4
Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kota Pasuruan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan beserta
perubahannya (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Undang-Undang ...
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Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

16. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011
tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan
Kinerja Pegawai Negeri;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nornor 26);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah  untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 546);

25. Peraturan ...
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25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Tahun 2022
Nomor 155);

26. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun
2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Tahun 2022 Nomor 181);

27.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022
Nomor 8);

29. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun
2021 tentang Kelas Jabatan Bagi Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan
(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor
68);

30. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota
Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun
2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR  SIPIL NEGARA DI  LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor
4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun
2023 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...
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1. Ketentuan ayat (2) pada Pasal 11 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)

Pasal 11

TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3) huruf e, diberikan kepada ASN
sepanjang  diamanatkan  oleh  peraturan
perundang-undangan.

TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

a. belanja Tunjangan Profesi Guru;

b. belanja Tambahan Penghasilan Guru Non
Sertifikasi;

c. belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
d. belanja honorarium.

e. belanja insentif atas pemungutan pajak
daerah; dan

f. belanja insentif atas pemungutan retribusi
daerah.

Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah dan karakteristik daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pada Pasal 25
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)

Pasal 25

Besarnya TPP untuk CPNS yang telah terdaftar
dalam data gaji diberikan sebesar 50% (lima
puluh persen) dari Basic TPP dalam hal sesuai
dengan ketentuan sejak diterbitkannya Surat
Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Besarnya TPP untuk PPPK diberikan sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari Basic TPP
kelas jabatannya dalam hal sesuai dengan
ketentuan setelah 1 (satu) tahun diterbitkannya
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) diberikan terhitung pada bulan
berikutnya.

(4) Bagi ...
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(4) Bagi CPNS yang mendaftar formasi CPNS
Jabatan Fungsional yang sudah diangkat
menjadi PNS namun belum diangkat/dilantik
dalam Jabatan Fungsional, pembayaran TPP
diberikan setara dengan kelas jabatan 7 (tujuh)
untuk Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama
dan Kelas Jabatan 5 (lima) untuk Jabatan
Fungsional jenjang Terampil.

(5) Pejabat Fungsional yang merupakan hasil
Penyetaraan Jabatan administrasi ke dalam
jabatan fungsional akibat Penyederhanaan
Birokrasi diberikan TPP sebesar penerimaan
TPP sebagaimana kelas jabatan administrasi
sebelumnya.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 27

ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj.) atau
Pelaksana Tugas (Plt.) diberikan TPP dalam jangka
waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak
langsung yang merangkap sebagai Pj. atau PIt.
menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua
puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Pj.
atau Plt. pada jabatan yang dirangkapnya;

b. pejabat setingkat yang merangkap Pj. atau PIt.
jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi,
ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang
lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan
yang dirangkapnya;

c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif
yang berhalangan tetap atau berhalangan
sementara yang merangkap sebagai Pj. atau Plt.
hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang
tertinggi; dan

d. TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pj.
atau Plt. dibayarkan terhitung mulai tanggal
menjabat sebagai Pj. atau Plt.

4. Ketentuan lampiran diubah sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal Il ...



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Desember
2023

WALIKOTA PASURUAN,
Ttd.

SAIFULLAH YUSUF
Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,
Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19820518 201001 2 021




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL  NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

A. RUMUS PENETAPAN BESARAN TPP ASN

Bobot Indeks Kapasitas Fiskal Daerah = 0,7
Bobot Indeks Kemahalan Konstruksi =0,76072
Bobot Indeks Penyelenggaraan =1

Pemerintah Daerah
Bobot Indeks TPP = IKF x IKK x IPPD

=0,7x0,76072 x 1

= 0,532504
B. BESARAN BASIC TPP PER KELAS JABATAN

No | Kelas Jabatan Tukin BPK Indeks TPP Basic TPP
1 15 29.286.000 0,532504 15.594.912
2 14 22.295.000 0,532504 11.872.176
3 13 20.010.000 0,532504 10.655.405
4 12 16.000.000 0,532504 8.520.064
5 11 12.370.000 0,532504 6.587.074
6 10 10.760.000 0,532504 5.729.743
7 9 9.360.000 0,532504 4.984.237
8 8 7.523.000 0,532504 4.006.027
9 7 6.633.000 0,532504 3.532.099
10 6 5.764.000 0,532504 3.069.353
11 S 4.807.000 0,532504 2.559.746
12 4 2.849.000 0,532504 1.517.103
13 3 2.354.000 0,532504 1.253.514
14 2 1.947.000 0,532504 1.036.785
15 1 1.540.000 0,532504 820.056

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

WALIKOTA PASURUAN,

SAIFULLAH YUSUF




